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ekitar lima tahun lagi UU
Nomor 33 Tahun 2014 ten-
tang Jaminan Produk Halal
(UU JPH) akan mewujud-
kan perlindungan negara
terhadap warganya dari
produk nonhalal. UU JPH mewajibkan
semua produk yang beredar di Indonesia
adalah halal {Pasal 4) dan akan berlaku
efektif lima tahun mendatang (Pasal 7).

Namun, sifat mandatory ini menyi-
sakan persoalan tak sederhana. Konse-
kuensi perintah Pasal 4 yang mewajib-
kan setiap produk beredar adalah halal
yang ditandat dengan label halal (Pasal
23}, setiap produk yang tidak berserti-
fikat halal yang beredar di pasar dapat
diasumsikan sebagai produk nonhalal
oleh masyarakat. Lalu, apakah semua
pelaku usaha mampu memperoleh ser-
tifikat halal, terutama bagi usaha mikro
dan keeil (UKM)?

Hal ini mengingat tidak semua UKM
mampu secara finansial dan tidak setiap
produk dapai dengan mudah diidenti-
fikasi kehalalannya. Untuk mendapat-
kan sertifikat halal, selain herkaitan
dengan biaya, juga pada cara dan proses
vang tidak sederhana.

Persoalan ini bukan hal yang mudah
bagi sebagian UKM, Sebagaimana dila-
porkan pada harian ini (Republika, Ka-
mis 12/2), misalnya, UKM jamu vang
menggunakan ribuan spesies tumbuhan
sebagai bahan dasar, lalu ribuan spesies
untuk bahan resep, bahan campuran dan
seterusnya adalah tidak mudah untuk
diverifikasi kehalalannya. Padahal. sis-
tem kehalalan produk bersifat inlegraiif,
dari hulu hingga hilir, dari bahan, proses
hingga hasil wajib dipastikan kehalalan-
nya (lithat Pasal 7, 21, dan 22). Hal ini
tentu sangat memberatkan pelaku UKM
seperti usaha jamu atau sejenisnya.

Sampai di sini, meminjam pendapat
Muhammad Hasyim Kamali bahwa
hukum yang seyogianya memberikan
kemanfaatan bagi semua pihak, dapat
menjelma menjadi kesulitan (al-mafasid)
bagi sebagian pelaku usaha. Pada satu
sisi, UU JPH telah memenuhi sifat pro-
tektif dari produk nonhalal kepada kon-
sumen dengan memberikan rasa nyaman
dalam mengonsumsi produk.

Di sisi lain, khusus pelaku UKM yang
tidak mampu memperoleh sertifikat
halal UU JPH dapat menjadi malapeta-
ka. Produk yang selama ini mereka ya-

kini halal dan laris manis di pasar, dapat
saja dijauhi masyarakat karena hisa dia-
sumsikan sebagai produk nonhalal.

UKM adalah tempat bertumpunya
ekonomi sebagian besar masvarakat.
Pada 2013, misalnya, jumlah UKM dan
mikro mencapai 56,5 juta unit dan 98,9
persen adalah usaha mikro. Menurut
data Kementerian Koperasi, UKM dapat
menampung 100 juta lebih tenaga kerja.
belum lagi efek ekonomi dari para pe-
kerja. Karena itu, melindung: keberada-
an UKM adalah keniscayaan.

Negara wajib hadir memberikan per-
lindungan bagi pelaku usaha. Adapun
perlindungan UKM vang tidak mampu
secara finansial mavpun disebabkan
kesulitan dalam memperoleh sertifikat
halal karena sifat produknya yang rumit,
adalah tanggung jawab negara. Ini telah
dimaktub dalam UU JPH secara eks-
phsit maupun implisit. Hal ini dapat di-
lihat dari belierapa pasal.

Pertama, tegas disebutkan penyele-
nggaraan produk halal adalah kewajiban
pemerintah (Pasal 5). Karena itu, seluruh
rangkaian yang berkaiian dengan penye-
lenggaraan produk halal adalah tugas
pemerintah, tentu dengar. perpanjang-
tanganan dengan pihak terkait, seperti
auditor halal dan pelaku usaha sendiri.

Kedua, UU JPH memberikan hak
bagl setiap pelaku usaha memperoleh in-
formasi, edukasi, sosialisasi, pembinaan
dalam produksi halal, serta mendapat-
kan sertifikat halal secara cepat, efisien,
biaya terjangkau (Pasal 23). Pelaku usa-
ha tidak periu khawatir kesulitan me-
meroleh sertifikat halal, baik disebabkan
kesulitan biaya. keterbatasan penge-
tahuan, lama waktu pengurusan, mau-
pun cara memperoleh sertifikat halal.

Pemerintah seyogianyva secara cermat
sekaligus cepat dalam waktu lima tahun
ke depan melakukan serangkaian sosial-
isasi, edukasi, membina serta menviap-
kaninstrumen yang dapal membuat pro-
ses pengurusan sertifikasi secara cepat,
efisien, dan biaya terjangkau. Pemerin-
tah mesti memetakan produk dengan
cara mengklasifikasi produk yang rumit
dengan yang mudah diverifikasi.

Ketiga, UU JPH masih menyisakan
“celah hukum™, vakni sertifikat halal
dan keterangan tidak halal. Pada satu
sisi, UU JPH mewajibkan setiap produk
yang masuk, beredar. dan diperdagang-
kan di wilayah Indonesia bersertifikai
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halal (Pusal 4). Namun, produk yang ti-
dak halal juga wajib mencantumkan
keterangan tidak halal (Pasal 26 ayat 2).
Lalu, bagaimana produk vang tidak ada
sertilikat halal dan juga tidak mencan-
tumkan keterangan tidak halal?

Penulis melihat, UU JPH masih me-
nyisakan persoalan "produk transisi”,
vaitu “r-ansisi menuju seriifikasi halat”
atau “lransisi menuju keterangan tidak
halal™ schingga lidak jelas “jenis kela-
min” produknya. Celah hukum ini dapat
menjadi celah positif bagi pelaku usaha
vang kesulilan hiayva. maupun cara
memperoleh sertifikat halal. sebab pro-
duk vang tidak mempunyai sertifikasi
tidak bisa diasumslkan sebagai praduk
nonhalal. tentu selama tidak mencan-
tumkan keterangan tidak halal. Namun,
kotentuan di atas bisa menjadi celah hu-
kum bagi pelaku usaha yang mangkir
dari proses jaminan produk hatal.

Keempat. masalah biayva bagi UKM,
UU JPH telah memberikan jalan keluar
khusus dengan memberikan peluang
memperoleh biaya sertifikasi dari pihak
lain {(Pasal 44). Yang dimaksud pihak
lain adalah pemerintah melalui APBN,
p{:merintah daerah melalui APBD, per-
usahaan, lembaga sosial, lembaga keaga-
maan, asosiasi, dan komuniias.

Pasal 44 beserta penjelasannya me-
nunjukkan keberpihakan pembuat UU
JPH terhadap pelaku UKM, sebab salah
saiu kendala pengurusan sertifikasi hatal
adalah biaya. Tapi, jika tidak satu lem-
haga pun memberikan bantuan dalam
pengurusan biaya sertifikasi, bagaimana
nasib pelaku UKM? Jika hal itu terjadi,
kita dapat mengembalikan beban biaya
sertifikasi UKM kepada pemerintah
sebagaimana pada Pasal 5§ UU JPH.

Pemerintah bisa saja membagi beban
biaya pengurusan sertifikasi halal bagi
UKM kepada pemeriniah pusat, lokal,
dan kementerian khusus selain lembaga
sosial. lembaga keagamaan, asostasi, dan
komunitas yvang bersifal zoluntary. Dae-
rah seperti Nusa Tenggara Barat, Jawa
Timur, Jawa Barat. dan lainnya telah
mengalokasikan anggaran untuk serti-
fikasi halal bagi UKM.

Namun, untuk memastikan kehadir-
an pemerintah datam sertifikasi halal
diperlukan penguatan regulasi turunan
UU JPH untuk berpihak kepada pelaku
UKM sehingga pelaksanaan sertifikasi
halal bisa berjalan baik. =



